SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

Menimbang

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

a. bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas

dengan kebutuhan agar memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan  keuangan daerah dan  dapat
dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka
Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah
tidak sesuai oleh karena itu perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas



Mengingat

Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan  Pengawasan = Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pinjaman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Klaten Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah



Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1
Menambah ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Klaten Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2013 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Klaten Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015

Nomor 38) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi :

“Pasal 10

(1) Biaya penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah diberikan
secara riil sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) dan berdasarkan kelas sebagaimana terlampir dalam
Lampiran IV.

(2) Dalam hal biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak digunakan, kepada pelaksana SPT diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan atau

sebagaimana satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri



pada tabel Lampiran V Peraturan ini, dan dibayarkan secara
lumpsum.

(3)  Apabila pelaksana SPT lebih dari satu orang dalam satu SKPD, dapat
menggunakan tingkatan fasilitas yang lebih tinggi dengan cara
menggabungkan biaya fasilitas dengan catatan tidak melebihi
akumulasi dari tarif satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada Lampiran V.

(4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk
seluruh Pelaksana SPT dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah
ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana SPT.

(5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk
Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan DPRD menempati hotel yang sama

tetapi dengan kelas yang terendah.

Pasal II
Merubah Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 38
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 38)

dengan Perubahan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2016
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 26



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rupiah)

NO SATUAN LUAR KOTA
1 2 3 4
TK. E TK. F
TK. C (Pejabat (Pegawai
TK. B (Pej.';lbat Eselon 1V, Negeri Non
BELANJA TK. A (Wakil Eselon II TK. D Eselon V, Eselon
PERJALANAN (Bupati Bupati dan Staf Ahli’ (Pe'éba ¢ Pejabat Golongan I
DINAS DALAM dan Ketua Wakil dan EselJon 1) Fungsional s/d
NEGERI DPRD) Ketua Anggota dan Golongan
DPRD) DPRD) Golongan IV 11, PTT
Non Eselon) dan Pihak
Lain)
1 LUAR JAWA OH 1,800,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000 900,000 800,000
2 JAWA BARAT, DKI
JAKARTA, BANTEN, OH 1,700,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 700,000
JAWA TIMUR
3 DIY DAN JAWA
TENGAH OH 1,000,000 850,000 750,000 500,000 400,000 300,000

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI
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	TENTANG

